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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pengeluaran kas pada
Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta yang
diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta.
Pengeluaran kas dalam kegiatan ini mencakup seluruh tahapan administratif, mulai
dari pengajuan Tambahan Uang (TU), pencairan dana, pembelanjaan, hingga
pertanggungjawaban anggaran. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara,
serta dokumentasi pada saat pelaksanaan event. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan prosedur pengeluaran kas telah mengacu pada Peraturan Wali
Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah. Proses ini melibatkan sejumlah pihak seperti Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta
BUD. Selain itu, terdapat berbagai dokumen penting yang digunakan dalam
mendukung proses pengeluaran, seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Penyediaan Dana (SPD), dan dokumen
pertanggungjawaban (SPJ). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam meningkatkan pemahaman mengenai praktik keuangan daerah dan

memperkuat akuntabilitas publik dalam kegiatan berbasis anggaran.

Kata Kunci: pengeluaran kas, keuangan daerah, prosedur TU, akuntabilitas publik,
LCC Museum.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel adalah
kewajiban bagi semua organisasi sektor publik. Dalam situasi ini, pengeluaran kas
merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah yang sangat penting untuk
memastikan bahwa kegiatan operasional dan non-operasional berjalan lancar.
Menurut Harahap (2021), proses ini harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
agar terhindar dari pelanggaran administratif maupun penyimpangan penggunaan

dana.

Peraturan yang mengatur pengeluaran kas pemerintahan termasuk Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ini mewajibkan setiap transaksi
pembiayaan daerah disertai dengan dokumen legal yang lengkap dan melalui
mekanisme verifikasi yang ketat. Hal ini penting agar penggunaan dana sesuai
dengan rencana kegiatan dan peruntukannya, serta dapat dipertanggungjawabkan

secara administrasi dan hukum.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta sebagai contoh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam
pengembangan kebudayaan dan sejarah daerah, rutin mengadakan berbagai
kegiatan edukatif berbasis pelestarian budaya. Salah satu kegiatan strategisnya
adalah penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota
Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kecintaan pelajar terhadap sejarah dan permuseuman, serta sebagai media promosi

museum di kalangan generasi muda.

Penyelenggaraan event ini tentu membutuhkan dukungan anggaran, baik
untuk penyediaan fasilitas lomba, honor narasumber, konsumsi, maupun hadiah
bagi para pemenang. Semua bentuk pengeluaran tersebut harus melewati prosedur
pengeluaran kas yang sesuai dengan ketentuan perbendaharaan daerah. Prosedur ini

melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pengguna Anggaran, Bendahara



Pengeluaran, Pejabat Penatausaha Keuangan, Verifikator dan Pembuat SPP/SPM,
PPTK, dan BUD.

Penyelenggaraan event ini tentu membutuhkan dukungan anggaran, baik
untuk penyediaan fasilitas lomba, honor narasumber, konsumsi, maupun hadiah
bagi para pemenang. Semua bentuk pengeluaran tersebut harus melewati prosedur
pengeluaran kas yang sesuai dengan ketentuan perbendaharaan daerah. Prosedur ini
mencakup berbagai pihak terkait, mulai dari Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Pejabat Penatausaha Keuangan, Verifikator dan Pembuat SPP/SPM,
PPTK, dan BUD.

Kelancaran dan kesuksesan suatu acara yang diselenggarakan oleh isntansi
pemerintahan sangat bergantung pada seberapa efektif pengeluarannya. Oleh
karena itu, penting untuk memahami bagaimana alur prosedur pengeluaran kas
dirancang, dokumen apa saja yang diperlukan, dan siapa saja yang terlibat di
dalamnya. Menurut Susanti dan Darmawan (2020), kejelasan prosedur keuangan
mampu meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan anggaran, serta memperkuat

pengendalian internal pada lembaga pemerintahan.

Selain itu, dalam konteks akuntabilitas publik, setiap dana yang digunakan
oleh instansi pemerintah harus dilaporkan secara terbuka dan rinci. Ini sejalan
dengan prinsip good governance, yang menekankan transparansi dan
pertanggungjawaban di setiap operasi keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Dengan
memahami prosedur pengeluaran kas dalam penyelenggaraan event publik seperti
Lomba Cerdas Cerdas (LCC) Museum, mahasiswa dapat memperoleh wawasan

nyata mengenai sistem keuangan pemerintahan yang sesungguhnya.

Penelitian ini juga mendukung peningkatan literasi keuangan di kalangan
mahasiswa vokasi, khususnya mahasiswa Akuntansi. Seperti yang dikemukakan
oleh Fadillah dan Nursyam (2021), praktik langsung dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah mampu meningkatkan kompetensi teknis mahasiswa dan kesiapan

mereka dalam menghadapi dunia kerja.

Dengan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk mengkaji dan

mendeskripsikan secara mendalam mengenai “Prosedur Pengeluaran Kas Pada



Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta”,
serta peran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta sebagai
penyelenggara. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dalam
membangun sistem tata kelola keuangan untuk kegiatan publik yang dilakukan oleh

pemerintah daerah.
1.2 Rumusan Masalah

Dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah, diperlukan prosedur
pengeluaran kas yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan agar dana
digunakan secara efisien, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas
Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara kegiatan Final Lomba Cerdas
Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta tentu memiliki sistem dan prosedur

tersendiri dalam mengelola pengeluaran kas untuk mendukung kelancaran acara tersebut.

Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan kendala seperti keterlambatan
pencairan dana, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang belum optimal, atau

ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi kegiatan. Oleh karena itu,
penyelidikan menyeluruh diperlukan tentang cara kegiatan tersebut menerapkan
pengeluaran kas, mulai dari perencanaan, pencairan, penggunaan, hingga

pertanggungjawaban dana kegiatan.
Rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pengeluaran kas yang diterapkan dalam penyelenggaraan
Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta
di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta?

2. Dokumen apa yang digunakan pada Prosedur Pengeluaran Kas pada Event
Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta?

3. Siapa saja pihak yang terlibat pada Prosedur Pengeluaran Kas pada Event Final
Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta?

1.3 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Cakupan pembahasan dalam tugas akhir ini difokuskan pada pelaksanaan
prosedur pengeluaran kas dalam kegiatan Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC)
Museum Tingkat Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan

(Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta. Pembahasan dilakukan secara terstruktur



dan terbatas hanya pada proses keuangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan

tersebut.

Menurut Mulyadi (2016), prosedur pengeluaran kas merupakan serangkaian
tahapan yang harus dijalankan untuk melakukan pengeluaran uang dari kas instansi,
mulai dari permohonan, persetujuan, pencairan, hingga pertanggungjawaban.
Dalam laporan ini, penulis memfokuskan kajian pada alur dan dokumen
administrasi yang digunakan untuk pengeluaran kas dalam kegiatan LCC Museum,

tanpa membahas aspek anggaran instansi secara keseluruhan.

Adapun cakupan pembahasan laporan tugas akhir ini meliputi hal-hal
berikut:

1. Prosedur Pengeluaan Kas Kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCC)
Museum.
2. Dokumen Pendukung Pengeluaran Kas.

3. Pihak yang Terlibat dalam Prosedur Pengeluaran Kas.

Dengan pembatasan cakupan tersebut, diharapkan pembahasan dalam tugas
akhir ini menjadi lebih fokus pada “Proses Pengeluaran Kas Pada Event Lomba
Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta” dan mampu memberikan
gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi instansi maupun pihak-pihak terkait

lainnya.
1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tugas akhir ini disusun sebagai syarat mendapatkan gelar Ahli Madya
Akuntansi (A.Md.AKk) di Politeknik YKPN Yogyakarta. Selain itu, tugas akhir ini
bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai
prosedur pengeluaran kas yang diterapkan dalam kegiatan Event Final Lomba
Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta.

Adapun secara khusus, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk menjelaskan alur prosedur pengeluaran pada Event Final Lomba

Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta.



2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dokumen-dokumen keuangan
yang digunakan selama proses pengeluaran kas dalam kegiatan tersebut,
mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pada proses
pencairan dana.

3. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat pada Prosedur Pengeluaran Kas
pada Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat secara
akademik maupun praktis. Selain menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban
akademik dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi D3 Akuntansi
Politeknik YKPN Yogyakarta, tugas akhir ini juga diharapkan mampu memberikan
kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terkait.

1. Bagi Penulis
Tugas akhir ini untuk mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah
dipelajari selama kuliah untuk diterapkan dalam dunia kerja di instansi
pemerintahan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai alur administrasi pengeluaran kas, penggunaan
dokumen keuangan, serta penerapan regulasi keuangan daerah. Selain itu,
penulis juga mendapatkan pengalaman kerja langsung sebagai bekal untuk
menghadapi tantangan di dunia profesional.
2. Bagi Program Studi D3 Akuntansi Politeknik YKPN
Laporan ini dapat menjadi salah satu bukti konkret penerapan
kurikulum pendidikan vokasi berbasis praktik, Selain itu, laporan ini
berfungsi sebagai dokumen validasi bahwa sistem pendidikan vokasi di
institusi telah memenuhi standar link and match dengan praktik
pemerintahan. Tugas akhir ini juga dapat digunakan sebagai referensi
akademik untuk mahasiswa lain yang melakukan penelitian serupa, serta
memperkuat hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dengan

instansi pemerintahan daerah.



3. Bagi Mahasiswa Lain
Tugas akhir ini dapat memberikan informasi yang aplikatif dan
referensi untuk menyusun laporan yang berkaitan dengan praktik keuangan
di instansi pemerintah. Mahasiswa lain dapat mempelajari secara langsung
bagaimana prosedur pengeluaran kas diterapkan di lapangan, serta
bagaimana proses administrasi dan pelaporan keuangan dilakukan secara
sistematis sesuai dengan regulasi pemerintah.
4. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Sektor Publik
Melalui studi kasus ini, penulisan tugas akhir turut memperkaya
kajian empiris di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang terkait
dengan tata kelola keuangan daerah. Dengan adanya dokumentasi
prosedural dalam kegiatan nyata, laporan ini dapat menjadi referensi untuk

penelitian lanjutan.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Fungsi Kas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam hal manajemen keuangan daerah kas merupakan elemen utama dan
berperan dalam mendukung operasional dan kegiatan pelayanan publik oleh
instansi pemerintah. Mulyadi (2016) mengatakan kas dapat diartikan sebagai
seluruh bentuk uang tunai dan setara kas yang tersedia dan siap digunakan untuk

membiayai kebutuhan pemerintahan.

Sedangkan menurut Harahap (2021), kas merupakan aset yang paling likuid
dan menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi serta stabilitas keuangan
suatu entitas, termasuk pemerintah daerah. Dalam instansi pemerintah, pengelolaan
kas mencakup aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan

peraturan guna mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif.
Fungsi kas kas dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Sebagai alat pembayaran utama dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan.

2. Sebagai kontrol atas belanja daerah, karena seluruh pengeluaran
harus melalui prosedur pengendalian kas.

3. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, baik secara periodik
maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran.

4. Sebagai bagian dari manajemen risiko keuangan, mengingat kas
rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikendalikan dengan baik
(BPKP, 2021).

Dalam Dalam kegiatan Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum
Tingkat Kota Yogyakarta, kas yang dikelola digunakan untuk membiayai seluruh
kebutuhan operasional, seperti konsumsi, hadiah lomba, dokumentasi, hingga
honorarium narasumber. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai konsep
dan fungsi kas menjadi sangat penting dalam menjamin efektivitas dan

akuntabilitas kegiatan tersebut.



2.2. Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban adalah bagian
rangkaian dari ranah pengelolaan keuangan daerah. Permendagri No. 77 Tahun
2020 dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah beberapa

undang-undang yang mengatur hal ini.

Menurut Simanjuntak (2021), pengelolaan keuangan daerah mencakup
penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, akuntansi, dan
pelaporan keuangan. Prosedur ini dimaksudkan untuk membangun sistem
manajemen yang efektif, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam
kegiatan-kegiatan berbasis anggaran seperti penyelenggaraan lomba atau event
budaya.

Dalam konteks Dinas Kebudayaan, kegiatan seperti Final Lomba Cerdas
Cermat (LCC) Museum merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran tahunan yang
tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setiap pengeluaran
dalam kegiatan tersebut harus melalui tahapan verifikasi, otorisasi, dan pencatatan
yang jelas, agar sesuai dengan prinsip transparansi keuangan publik (Susanto,
2019).

2.3. Standar Pengendalian dan Pengawasan Kas

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan pengawasan
kas merupakan bagian penting untuk menjamin agar pengeluaran kas dilakukan
secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Standar ini menjadi dasar dalam
mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan pencatatan, maupun penggunaan

dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Mardiasmo (2018), menjelaskan pengendalian kas mencakup seluruh
aktivitas yang bertujuan untuk melindungi aset kas dari risiko kehilangan,
kecurangan, atau penyalahgunaan, serta memastikan bahwa seluruh transaksi kas
telah dicatat dan dilaporkan secara akurat. Dalam konteks instansi pemerintah
daerah, pengendalian kas tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga

melekat pada fungsi pertanggungjawaban publik terhadap dana yang dikelola.



2.3.1. Prinsip Pengendalian Kas
Menurut Perwal Kota Jogja N0.87 Tahun 2024, prinsip pengendalian kas
Event Final Lomba Cerdas Cermat Musuem Tingkat Kota Yogayakrat meliputi
beberapa aspek penting dan harus diperhatikan. Prinsip pengendalian kas dirancang
untuk memastikan setiap penggunaan dana dilakukan secara efisien, efektif, dan
akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang berasal dari keuangan negara
maupun daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, maka
diharapkan pengelolaan dana berjalan secara tertib dan professional Berikut
prinsip-prinsip tersebut:
1.  Keterbukaan dan Transparansi
e Pengelolaan kas harus terbuka dan transparan untuk memastikan
akuntabilitas.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan
e Semua transaksi kas harus mematuhi aturan yang berlaku.
3. Pemisahan Tugas
e Tugas serta kewajiban dalam pengelolaan kas harus dipisahkan
untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
4.  Pencatatan yang Akurat
e Setiap transaksi kas harus dicatat dengan akurat dan tepat waktu
untuk memastikan laporan keuangan yang benar.
5. Rekonsiliasi
e Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara catatan kas dan
laporan bank untuk memastikan kesesuaian.
6.  Pengawasan Internal
e Pengawasan internal yang efektif harus diterapkan untuk
mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan.
7.  Pelaporan yang Tepat Waktu
e Laporan keuangan harus disususn dan disampaikan tepat waktu

untuk memberikan informasi yang relevan.



2.3.2. Pengawasan Pengeluaran Kas

Menurut Perwal Kota Jogja No.87 Tahun 2024, pengawasan pengeluaran
kas pada Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Tingkat Kota Yogyakarta
dilakukan melalui berbagai pihak dan dokumen yang memiliki peran strategis
dalam memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan anggaran berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengawasan ini dirancang untuk
meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi, serta
menjamin akuntabilitas atas setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
mendukung kegiatan operasional dan program kerja di lingkungan Pemerintahan
Kota Yogyakarta.

Beberapa pihak berpartisipasi dalam proses verifikasi, pencatatan, dan
pertanggungjawaban pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh
anggaran daerah. Untuk menjamin keabsahan dokumen pertanggungjawaban,
bendahara pengeluaran merancang laporan pengeluaran dalam bentuk SPJ dan
menyerahkannya kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk disahkan melalui PPK-
SKPD. Selain itu, bendahara juga mencatat bukti transaksi dari berbagai
mekanisme pembayaran, termasuk Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU),
Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS).

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
SKPD) bertugas untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran SPJ yang diajukan.
Semua dokumen yang diterima dari bendahara dicatat dalam Buku Register
Penerimaan SPJ Pengeluaran dan dimasukkan ke dalam Buku Pengesahan setelah
mendapatkan persetujuan dari PA. Jika ada penolakan, dokumen tersebut dicatat
dalam Buku Register Penolakan. Selain itu, PPK-SKPD melakukan verifikasi
lanjutan sebagai bagian dari pengawasan internal.

Sementara itu, Pengguna Anggaran berwenang memberikan persetujuan
akhir atau penolakan atas SPJ yang dikirim oleh bendahara sebagai bentuk otorisasi
pengeluaran.

Menurut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024, proses
pengawasan didukung oleh berbagai dokumen formal untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas. Buku Kas Umum Pengeluaran, Laporan Penutupan

Kas, ringkasan transaksi berdasarkan rincian objek disertai bukti sah, dokumen
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penyetoran pajak (PPN/PPh) ke kas negara, dan pengesahan SPJ yang
ditandatangani oleh Kuasa BUD pada LPJ Fungsional Bendahara adalah beberapa
contoh dokumen tersebut. Selain itu, pencatatan juga dilakukan melalui beberapa
buku pembantu, termasuk buku bank, tunai, pajak, panjar, dan laporan
pertanggungjawaban bendahara pembantu.

2.3.3. Peran Pengendalian Kas dalam Akuntabilitas Publik

Pengendalian dan pengawasan kas juga memiliki nilai strategis dalam
mendukung prinsip akuntabilitas publik. Dinas Kebudayaan sebagai instansi
pelaksana memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan
bahwa setiap pengeluaran kas dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCC)
Museum digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat langsung bagi
masyarakat (Fadillah & Nursyam, 2021).

Dengan diterapkannya standar pengendalian dan pengawasan yang baik,
maka pelaksanaan kegiatan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi, baik di tingkat internal
instansi maupun di hadapan lembaga pengawas keuangan seperti Inspektorat dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.4. Standar Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Dalam akuntansi sektor publik, penerimaan maupun pengeluaran kas harus
mengikuti prosedur regulasi keuangan daerah yang berlaku guna memastikan
transaksi keuangan tercatat dan dilaksanakan secara sah, transparan, serta dapat
dipertanggungjawabkan. Prosedur ini merupakan bentuk pengendalian internal
yang tidak hanya bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, tetapi juga untuk
menghindari penyimpangan anggaran, mencegah terjadinya pemborosan. Dalam
praktiknya, prosedur ini berlaku secara ketat pada seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran
untuk mendukung program kerja dan kegiatan publik, seperti penyelenggaraan
Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta.
Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur akuntansi sektor publik menjadi

fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola keuangan yang optimal.
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2.4.1. Prosedur Penerimaan Kas

Penerimaan kas pada instansi pemerintah daerah umumnya bersumber dari
pendapatan daerah, hibah, atau pengembalian atas belanja. Menurut Perwal Kota
Jogja N0.87 Tahun 2024 prosedur penerimaan kas yang berlaku pada Event Final
Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta, mengacu pada
serangkaian tahapan administrasi yang sistematis dan terdokumentasi secara
formal. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan
dicatat secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak
terjadi kekeliruan, manipulasi, atau kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya
diterima oleh pemerintah daerah. Selain itu, penerimaan kas juga harus disesuaikan
dengan kode rekening yang telah ditetapkan dalam struktur APBD agar dapat
dipantau dan dilaporkan secara konsisten dalam laporan realisasi anggaran.
Prosedur ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga
sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Prosedur Penerimaan.

Dalam pengelolaan penerimaan daerah, proses dimulai dengan
penatausahaan pendapatan setelah penetapan jenis dan jumlah
penerimaan. Selanjutnya, pendapatan dari wajib pajak, yang merupakan
sumber utama penerimaan, dicatat. Setiap transaksi penerimaan harus
disertai dengan bukti yang sah untuk tujuan administrasi. Pendonor dana
kemudian disetorkan, baik secara langsung maupun melalui bendahara
pendonor. Penyetoran yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu dan
memenuhi persyaratan formal akan dianggap sah.

2. Tahap Penetapan dan Penagihan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, proses penetapan dan
penagihan pendapatan dimulai dengan menentukan berapa banyak yang
harus dibayar oleh pihak yang berkewajiban. Setelah penetapan selesai,
proses penagihan dilakukan oleh petugas pemungut yang memiliki
otoritas resmi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa
penerimaan daerah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan

ketentuan.
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3. Tahap Penerimaan Pendapatan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tahapan dalam proses
penerimaan pendapatan daerah dapat dicapai melalui berbagai
mekanisme. Salah satu cara adalah melalui bendahara penerimaan atau
bendahara pembantu dengan metode pembayaran tunai. Selain itu,
penerimaan juga dapat diperolenh melalui perantara seperti petugas
pemungut atau pihak lain yang ditunjuk secara resmi. Dana dapat masuk
ke rekening bendahara penerimaan atau langsung ke Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) untuk transaksi non-tunai. Setiap penerimaan
yang memenuhi syarat administrasi dan sesuai prosedur dianggap sah
dan dicatat sebagai pendapatan resmi pemerintah daerah.

4. Tahap Penyetoran Pendapatan.

Pendapatan daerah disetorkan melalui berbagai cara sesuai dengan
sistem pengelolaan keuangan yang berlaku. Penyetoran dapat dilakukan
secara langsung dalam bentuk tunai atau melalui rekening resmi
bendahara penerimaan. Selain itu, pada tahap ini diterapkan mekanisme
pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh uang yang diterima telah
disetorkan dengan benar, tercatat secara akurat, dan sesuai dengan
peraturan pengelolaan kas pemerintah daerah.

2.4.2. Prosedur Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas dalam kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
agar pengeluaran kas tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pada kegiatan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum, pengeluaran kas
digunakan untuk membiayai berbagai komponen kegiatan seperti konsumsi peserta,
honorarium juri, sewa peralatan, dan sebagainya. Setiap pengeluaran tersebut harus
melalui mekanisme administratif dan prosedural yang telah ditetapkan dalam
regulasi daerah guna menjamin bahwa seluruh proses belanja dapat diaudit secara
terbuka.

Menurut Perwal Kota Jogja No.87 Tahun 2024 prosedur pengeluaran kas
untuk Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota

Yogyakarta, mengacu pada tahapan yang telah distandarkan. Seluruh tahapan ini
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dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, meningkatkan
akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan
dampak nyata terhadap keberhasilan program kerja pemerintah daerah. Adapun
tahapan-tahapan tersebut meliputi:
1. Pengajuan Uang Persediaan (UP)
e Pengajuan SPP-UP Tunai.
e Keputusan Wali Kota dan Surat Penyediaan Dana diserahkan kepada
PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran oleh PA.
e Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP dengan dokumen pendukung.
e PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP-UP.
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
e SPP-UP diterima SKPD-UP dari Bendahara Pengeluaran sebelum SPM
diterbitkan.
e PPK-SKPD memverifikasi dan menyiapkan draf SPM untuk
ditandatangani PA.
3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
e SPM diserahkan oleh PA.
e Kuasa BUD memeriksa SPM kemudian menerbitkan SP2D.
4. Pembelanjaan Uang Persediaan
e Bendahara Pengeluaran menerima transfer SP2D dan membelanjakan
sesuai DPA.
e Sisa UP disetor kembali ke RKUD jika ada.
5. Pengajuan Ganti Uang (GU)
e PA menyerahkan SPD untuk GU ke Bendahara Pengeluaran.
e Bendahara Pengeluaran membuat SPP-GU dengan dokumen pendukung.
e PPK-SKPD memverifikasi SPP-GU.
6. Penerbitan SPM-GU dan SP2D-GU
e Kuasa BUD menyerahkan SP2D-GU berdasarkan SPM-GU
e SPP-GU diterima dari Bendahara Pengeluaran, dan SPM-GU diterbitkan.
7. Pembelanjaan Ganti Uang
e Bendahara Pengeluaran membelanjakan GU sesuai DPA dan melaporkan

penggunaan GU.
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8. Pengajuan Tambah Uang (TU)
e Surat Penyediaan Dana untuk TU diserahkan kepada Bendahara
Pengeluaran dari PA.
e SPP-TU diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.
9. Penerbitan SPM-TU dan SP2D-TU
e PPK-SKPD menerima SPP-TU dari Bendahara Pengeluaran sebelum
SPM-TU diterbitkan.
e Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU dan SPM-TU.
10. Pembelanjaan Tambahan Uang
¢ Bendahara Pengeluaran membelanjakan TU sesuai DPA dan melaporkan
penggunaan TU.
11. Pertanggungjawaban
e Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban untuk
UP, GU, dan TU yang dilaporkan kepada PA dan PPKD.

2.5. Standar Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Dalam sistem pengelolaan keuangan, terutama pada instansi pemerintah
daerah, dokumen merupakan elemen yang sangat penting karena menjadi bukti
administratif dan akuntabel dari setiap transaksi. Dokumen yang digunakan untuk
penerimaan dan pengeluaran kas harus memenuhi standar legalitas, kejelasan

informasi, dan kesesuaian dengan peraturan keuangan daerah.

Dokumentasi yang lengkap dan sah adalah bagian integral dari sistem
pengendalian internal, terutama dalam mengurangi risiko kesalahan atau
kecurangan (Kieso et. al, 2016). Dalam konteks pemerintahan, setiap transaksi kas
harus dilandasi oleh dokumen formal yang telah distandarkan oleh pemerintah

pusat maupun daerah.

2.5.1. Standar Dokumen Penerimaan Kas
Berdasarkan Perwal Kota Jogja N0.87 Tahun 2024, terdapat beberapa jenis
dokumen yang menjadi standar dokumen dalam proses penerimaan kas yang
berfungsi sebagai bukti administratif dan legal atas setiap transaksi penerimaan
yang dilakukan oleh perangkat daerah, khususnya di lingkungan Dinas Kebudayaan

Kota Yogyakarta. Penggunaan dokumen standar juga memudahkan dalam proses

15



pelaporan keuangan secara periodik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan audit
internal maupun eksternal oleh lembaga pengawas. Oleh karena itu, pemahaman
yang mendalam mengenai jenis dan fungsi masing-masing dokumen dalam
prosedur penerimaan kas sangat diperlukan agar pelaksana kegiatan dapat
menjalankan proses administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku Adapun
dokumen-dokumen tersebut meliputi:
1. Surat Tanda Setoran (STS)
e Digunakan untuk mencatat uang yang diterima dari berbagai sumber.
2. Bukti Penerimaan Lain yang Sah
e Dokumen yang menunjukan bahwa ada uang yang diterima selain yang
tercantum dalam STS.
3. Buku Kas Umum
e Mencatat semua penerimaan kas.
4. Buku Pembantu Simpanan/Bank
e Mencatat semua uang yang disetorkan dan ditarik dari rekening bank.
2.5.2. Standar Dokumen Pengeluaran Kas
Berdasarkan Perwal Kota Jogja N0.87 Tahun 2024, terdapat beberapa jenis
dokumen yang menjadi standar dokumen dalam proses pengeluaran kas yang wajib
disusun, diverifikasi, dan disimpan secara tertib oleh setiap perangkat daerah guna
mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks
kegiatan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta,
dokumen pengeluaran kas tidak hanya mencerminkan legalitas penggunaan
anggaran, tetapi juga menunjukkan sistematika kerja antara pihak pelaksana
kegiatan, bendahara, dan pejabat yang berwenang dalam proses pencairan dan
pelaporan dana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis dan fungsi dokumen
ini sangat penting agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan
bebas dari potensi penyimpangan. Adapun dokumen pengeluaran kas tersebut
meliputi:
1. Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
e Dokumen semua pengeluaran kas.
2. Surat Perintah Membayar (SPM)

e Dokumen melakukan pembayaran dengan kas.
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3. Buku Kas Umum

e Mencatat semua pengeluaran kas.
4. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja

e Mencatat pengeluaran per rincian objek.
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BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Tugas akhir ini mengadopsi pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.
Pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis secara komprehensif mengenai
proses, tahapan, serta dinamika prosedur pengeluaran kas dalam penyelenggaraan

Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta.

Menurut Hasan et al (2025) tujuan utama penelitian kualitatif adalah
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi.
Tujuan utama lainnya adalah untuk menggali makna dari pengalaman atau kejadian

tertentu melalui analisis data deskriptif.

Lebih rinci, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran
yang tepat, faktual, dan sistematis tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan
menggunakan pendekatan ini, penulis berupaya untuk dapat menyajikan kejadian
secara realitistis dengan apa yang terjadi di lapangan., tanpa melakukan adanya

manipulasi.

Didalam penelitian ini saya tidak hanya mengumpulkan data, namun juga
menginterpretasikan makna dan konteks dari prosedur yang berlangsung. Melalui
wawancara, observasi, dan mendokumentasi saya dapat mengembangkan
pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan antara komponen dalam proses

pengeluaran kas.

Selanjutnya, penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasilnya
ke semua instansi pemerintahan, tetapi untuk memberikan pemahaman yang
mendalam mengenai satu kasus tertentu sebagai contoh praktik keuangan dalam
pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dianggap
tepat untuk menggambarkan prosedur pengeluaran kas dalam konteks kegiatan non
rutin dan melibatkan berbagai jenis pengeluaran seperti belanja makan dan minum,
belanja sewa peralatan, belanja sewa property, belanja honorium dewan juri,
belanja mc, belanja honorium kru panggung, belanja hadiah, belanja sewa tempat,

dan sebagainya.
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Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif ini penelitian diharapkan
mampu memberikan kontribusi tentang pemahaman praktik keuangan daerah

terutama pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintahan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dillaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan Kota
Yogyakarta, yang dikenal sebagai Kundha Kabudayan, yang berlokasi di JI.
Kemasan No. 39, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. Kantor ini menjadi
lokasi pengumpulan data karena di sinilah proses administrasi dan prosedur
pengeluaran kas untuk kegiatan Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum
dilakukan. Di kantor ini, peneliti melakukan wawancara dengan pejabat
pelaksana kegiatan, observasi terhadap alur dokumen pengeluaran kas, serta
memperoleh  berbagai  dokumen  pendukung  seperti  Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), bukti transaksi, dan laporan kegiatan.

Selain di kantor dinas, penelitian ini juga dilakukan di lokasi tempat
berlangsungnya acara lomba, yaitu di Taman Pintar Yogyakarta, tepatnya
di Hall Phytagoras yang terletak di JI. Panembahan Senopati No. 1-3,
Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Pemilihan lokasi bertujuan untuk
memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan teknis kegiatan,
pemanfaatan dana di lapangan, serta dokumentasi kegiatan yang menjadi
bagian dari pertanggungjawaban pengeluaran kas.

Kedua lokasi ini menjadi sumber data yang saling melengkapi, baik
dari aspek administratif maupun operasional, sehingga mendukung
kelengkapan dan validitas data yang diperoleh selama proses penelitian
berlangsung

2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan dalam melakukan penelitian ini disesuaikan
dengan jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta
pelaksanaan Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat
Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota
Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan,

sehingga data yang bersifat aktual dan relevan dengan topik yang dikaji.
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) erlangsung selama 16 (enam belas)
minggu atau 4 (empat) bulan, berlangsung dari 24 Februari 2025 hingga 24
Juni 2025. Dalam kurun waktu tersebut, penulis terlibat langsung dalam
kegiatan administrasi, seperti proses dokumentasi serta
pertanggungjawaban keuangan terkait.

Secara khusus, Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat
Kota Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025,
menjadi salah satu fokus utama dalam pengumpulan data. Sebelum event
berlangsung, penulis turut mengamati dan mendokumentasikan secara rinci
seluruh prosedur pengeluaran kas, mulai dari perencanaan anggaran, proses

pengajuan dana, hingga realisasi dan pelaporan penggunaan dana.

Dengan demikian, rentang waktu penelitian ini tidak hanya mencakup masa
pelaksanaan event, tetapi juga mencakup fase persiapan dan evaluasi kegiatan.
Rentang waktu yang cukup panjang ini memungkinkan penulis untuk memperoleh
data yang komprehensif dan valid, serta memahami secara menyeluruh alur
prosedur pengeluaran kas yang diterapkan dalam Perwal Kota Yogyakarta No. 87
Tahun 2024.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode ini dipilih untuk
memperoleh data yang objektif, valid, dan relevan terkait Prosedur Pengeluaran
Kas Pada Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota
Yogyakarta.

1. Wawancara
Menurut Fadhallah (2021) wawancara adalah jenis komunikasi dua
belah pihak atau lebih. Satu pihak sebagai interviewer dan pihak lainnya
sebagai interviewee untuk mencapai tujuan seperti, mendapatkan
informasi atau mendapatkan data. Interviewer mengajukan sejumlah
pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.
Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang akurat agar

lebih mudah dalam melakukan penelitian. Wawancara ini dilakukan
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kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengeluaran kas di
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, seperti
bendahara pengeluaran dan seksi bidang sejarah permuseuman sebagai
panitia pelaksana.

2. Observasi

Observasi menurut Hasibuan et al (2023) melakukan pengamatan
dan mencatat tentang keadaan atau perilaku objek sasaran, observasi
dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Istilah observasi juga dapat
digunakan untuk menggambarkan cara mengumpulkan data melalui
pengamatan langsung situasi atau peristiwa di lapangan.

Metode observasi digunakan karena memiliki fungsi untuk
mendapatkan informasi dan data yang akurat dengan melakukan
pengamatan secara langsung. Metode observasi ini dilakukan di Kantor
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta supaya
dapat mendapatkan pemahaman tentang prosedur pengeluaran kas
untuk sebuah acara dengan akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai
dokumen yang relevan dengan prosedur pengeluaran kas, seperti
dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bukti nota pengeluaran
kas, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan (SPJ). Dokumen-
dokumen tersebut berfungsi sebagai data primer dan pendukung untuk
memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh data tertulis atau terekam, sebagaimana dijelaskan
oleh Bungin (2019) bahwa dokumentasi adalah teknik untuk
memperoleh data dari dokumen-dokumen resmi atau pribadi yang dapat
dijadikan bukti dalam penelitian. Selain itu, menurut Satori dan
Komariah (2014), dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk melengkapi
data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan demikian,

akan menghasilkan triangulasi data yang valid.
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Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data ini memberikan keuntungan
dalam hal kelengkapan dan kedalaman informasi. Wawancara menghasilkan data
verbal, observasi memberikan data aktual, dan dokumentasi menyediakan bukti
tertulis yang konkret. Kombinasi ketiganya diharapkan dapat menghasilkan data
yang akurat dengan penelitian ini.

3.4. Sumber Data

Untuk memahami dan menganalisis Prosedur Pengeluaran Kas Pada Event
Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Tingkat Kota Yogyakarta, sumber data dalam
penelitian ini sangat penting. Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data, yaitu
data primer dan data sekunder. Pembedaan kategori data ini diperlukan agar data
yang diperoleh bersifat menyeluruh dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di
lapangan secara objektif. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut,
penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh, akurat, dan

dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

3.4.1. Data Primer
Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber
yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan
informan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara
dan obeservasi terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan
kegiatan yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar
mencerminkan kondisi aktual. Proses wawancara dilakukan dengan pola
komunikasi antar pihak. Sedangkan observasi dilakukan pada saat kegiatan
berlangsung. Pihak-pihak tersebut meliputi:
a. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
b.  Kepala seksi dan anggota staff Bidang Sejarah Permuseuman Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta selaku panitia
kegiatan tersebut.

c.  Bendahara Pengeluaran.
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3.4.2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diambil dari mengumpulkan beberapa

dokumen tertulis atau arsip yang dapat mendukung proses pengeluaran kas. Data
ini biasanya tidak diperoleh secara langsung dari interaksi dengan informan,
melainkan melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen resmi yang telah
disusun sebelumnya oleh instansi terkait dan memiliki relevansi tinggi terhadap
pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder menjadi sangat
penting untuk pertanggungjawaban anggaran, serta mekanisme pengeluaran kas
yang diterapkan secara formal berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu,
dokumen sekunder juga membantu penulis dalam mengidentifikasi apakah
prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut beberapa contoh dokumen data
sekunder yang berkaitan dengan kegiatan tersebut:

a.  Bukti pengeluaran seperti nota, kuitansi, dan invoice.

b.  Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.

c.  Dokumentasi kegiatan.
3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini
digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan data yang
dikumpulkan selama proses penelitian, khususnya dengan prosedur pengeluaran
kas dalam Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota
Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan pemahaman yang
mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan cara menginterpretasikan
makna dari aktivitas, proses, dan interaksi yang terjadi di lapangan, bukan sekadar
mengukur data secara kuantitatif. Melalui analisis deskriptif kualitatif, penulis
dapat mengkaji secara detail bagaimana tahapan pengeluaran kas dilakukan, siapa
saja pihak yang terlibat, dokumen apa saja yang digunakan, serta sejauh mana

pelaksanaan prosedur tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Miles dan Huberman (2014), terdapat tiga tahapan utama dalam

analisis data kualitatif:
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1. Reduksi Data (Data Reduction)

Langkah awal dalam analisis data adalah reduksi data, yang
melibatkan proses memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan
mengorganisasi data mentah yang diperoleh selama proses pengumpulan
data di lapangan. Dengan mengurangi data, tujuan adalah untuk
menghilangkan informasi yang tidak diperlukan dan menekankan elemen
penting yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk tugas akhir ini, proses
reduksi dilakukan dengan menemukan data yang langsung terkait dengan
proses pengeluaran kas, mengelompokkan data menurut tahapan tugas, dan
menyaring informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuannya adalah
untuk memungkinkan analisis dilakukan secara terorganisir dan sistematis.

Dalam kasus penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara
berikut:

a. Menyaring informasi dari wawancara dengan bendahara dan panitia

kegiatan.

b. Menyusun data penting dari dokumen.

c. Mengelompokkan data berdasarkan tahapan prosedur pengeluaran

kas.

Reduksi data bertujuan untuk menyerdahanakan informasi yang
kompleks agar lebih mudah dianalisis.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap ini melibatkan penyusunan data yang telah direduksi dalam
bentuk narasi atau bagan alur. Penyajian data memudahkan peneliti untuk
memahami pola, hubungan, dan alur proses kas yang terjadi selama
pelaksanaan event Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum.

Menurut Sugiono (2018), penyajian data yang sistematis akan membantu
dalam pengambilan kesimpulan yang objektif dan valid.
Contohnya:

a. Menyusun bagan alur prosedur pengeluaran kas dari awal hingga

akhir.

b. Menyusun jenis dokumen keuangan yang digunakan.

¢. Menyusun hasil wawancara dengan narasumber.
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3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah setelah setelah data disajikan adalah menarik kesimpulan.
Bagaimana prosedur pengeluaran kas Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) adalah salah satu data yang dianalisis agar dapat menjawab
rumusan masalah. Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan dapat
dikaji ulang seiring dengan temuan data baru. Oleh karena itu, peneliti juga
melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data yang telah
disimpulkan.

Dalam tahap ini, peneliti memastikan bahwa:

a. Kesimpulan yang diambil telah didukung oleh data yang valid.

b. Tidak terjadi bias interpretasi dokumen dan pernyataan narasumber.

c. Prosedur yang dianalisis benar-benar mencerminkan praktik di

lapangan.
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BAB IV
PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

4.1. Profil Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
4.1.1. Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 membentuk Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, yang sebelumnya berdiri sebagai Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Yogyakarta awalnya berkantor di Gedung Dwisatawarsa JI. Pekapalan Alun-
Alun Utara Yogyakarta. Namun dari tahun 2001 hingga awal 2017, kantor tersebut
berlokasi di JI. Suroto No.11 Yogyakarta. Salah satu Bangunan Cagar Budaya
(BCB) yang termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB) adalah kantor Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta saat ini. Sebelum menjadi Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, nama organisasi ini telah diberi nama dua kali.
Pertama, dibentuk sebagai Dinas Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah No.5 Tahun 1996 dengan nama Dinas Pariwisata Kota Madya Daerah
Tingkat 11 Yogyakarta. Kemudian, pada Peraturan Daerah No.19 Tahun 2000 nama

tersebut diubah lagi menjadi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

Gambar 4.1 Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta,
JI. Suroto No. 11
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengalami pemisahan
struktur organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Dinas
Pariwisata Berdasarkan peraturan pemerintah masih menepati bangunan yang
terletak di JI. Suroto No.11 Yogyakarta, sedangkan Dinas Kebudayaan Kota
Yogyakarta harus dipindahkan ke Kotagede. Dengan terpisahnya struktur
organisasi tersebut Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki 41 orang ASN, 3
orang Pegawai Naban, dan 21 orang Tenaga Teknis.

Pembentukan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemisahan struktur organisasi Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan dengan membentuk Dinas Kebudayaan yang berdiri
sendiri karena Pemda ingin mengoptimalkan serapan Dana Keistimewaan (Danais)
yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Pemda DIY sehingga proses
pelaksanaan pengembangan budaya akan lebih maksimal.

Dinas Kebudayaan Kebudayaan Kota Yogyakarta didirikan oleh Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 dan berfungsi sebagai Lembaga
pemerintah dengan otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan. Mulai 3
Juli 2017 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakata memiliki
kantor resmi di JI. Kemasan No0.39 Kotagede. Bekas Rumah Dinas DPR adalah
tempat yang saat ini Kantor Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudyan) Kota
Yogyakarta gunakan.

4.1.2. Visi Misi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta

Visi: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah kota Yogyakarta di
bidang kebudayaan. Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan) bersinergi dalam mewujudkan visi Walikota
Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah
sebagai berikut:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat

pelayanan jasa yang berdaya saling kuat untuk keberdayaan masyarakat

dengan berpijak pada nilai keistimewaan.”
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Misi: Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan visi
dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:
1.  Meningkatkan kesejahteraan dan kebudayaan kemasyarakatan.
Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakata.

2
3
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.

5 Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.

6 Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman.

7 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Melalui misi pada poin keempat, diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya dan
sasaran berupa peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian
budaya meningkat.

4.1.3.Budaya Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota

Yogyakarta

Menurut Buku Profil Dinas Kebudayaan pada Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 14 tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintahan
Kota Yogyakarta budaya “SATRIYA” diakui sebagai budaya Pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta diberlakukan di semua Kabupaten/Kota. Buday aini
memiliki arti watak dan singkatan. Salah satu contoh penjabaran nilai-nilai
organisasi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui budaya kerja “SATRIYA”
adalah sebagai berikut:

SATRIY A sebagai watak ksatriya yang memegang teguh ajaran moral:

1. Sawiji (Konsentrasi).

2.  Greget (Semangat).

3. Sengguh (Percaya diri dengan rendah hati).

4. Ora mingkuh (Bertanggung jawab)

SATRIY A sebagai akronim dari sikap:

1.  Selaras.

2 Akal budi luhur-jati diri.
3. Teladan-keteladanan.
4

Rela melayani.
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5. Inovatif.
6.  Percaya diri.

7. Ahli professional.
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Gambar 4.2. Budaya Pemerintah SATRIYA

4.1.4. Tugas Pokok
Menurut Buku Profil Dinas Kebudayaan pada Perwal Kota Yogyakarta No.
133 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) adalah sebagai berikut:
Tugas: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan
penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.
4.1.5. Fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta memiliki fungsi
sebagai berikut:
1.  Pengoordinasian Pengarahan perencanaan penyelenggaraan urusan
di bidang kebudayaan.
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan.

Perancangan tugas dan fungsi unsur organisasi dinas.

W

Penyelenggaraan  pemeliharaan,  perlindungan,  pelestarian,
pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

5.  Pengoordinasian  penyelenggaraan pembinaan sejarah  dan
permuseuman.

Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan bahasa dan sastra.
Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi.

Penyelenggaraan pembinaan lembaga budaya.

o °L N o

Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan lembaga budaya.
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10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Pengendalian pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan taman
budaya.

Penyelenggaraan penugasan keistimewaan urusan kebudayaan.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di
bidang kebudayaan pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas.

Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi
kelompok jabatan fungsional pada Dinas.

Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas.

Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi
kelompok jabatan fungsional pada Dinas.

Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas.
Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan Dinas.

Pengoordinasian  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  system
pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan,
dan budaya pemerintah Dinas.

Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi,
dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugas Dinas.

4.1.6. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota

Yogyakarta

Dinas

Kebudayaan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan

pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah. Serta setiap unit kerja memiliki tugas dan fungsi spesifik

dalam mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di

daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah yang

berlaku. Berikut susunan organisasi Dinas Kebudayan Kota Yogyakarta:

30



Bagan Susunan Organisasi
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
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Gambar 4.3. Stuktur Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota
Yogyakarta

4.1.7.Program Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota
Yogyakarta
1.  Bidang Warisan.

a. Seksi Warisan Budaya Benda: Rehabilitasi BCB dan BWB,
Travel Heritage, Apresiasi Kelestarian dan Keterawatan WBCB,
dsb.

b. Seksi Warisan Budaya Tak Benda: Festival Dalang Anak dan
Remaja Tingkat DIY, Pagelaran Wayang, Diseminasi Nilali
Budaya, dsb.

2.  Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa, dan Satra.

a. Seksi Sejarah dan Permuseuman: FGD Sejarah, LCC Museum,
LCC Sejarah, Pentas Wayang Sejarah Memperingati Hari
Sejarah, Wajib Kunjung Museum, dsb.

b. Seksi Bahasa dan Sastra Festival Sastra Yogyakarta, Kompetisi

Bahasa dan Sastra, Gelar Macapat, dsb.
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3. Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni.
a. Seksi Adat dan Tradisi: Gelar Upacara Adat, Jamasan Pusaka,
dsb.
b. Seksi Lembaga Budaya: Akreditasi Calon RKB, Penghargaan
Seniman dan Budayawan, Peningkatan SDM RKB, dsb.
c. Seksi Seni: Lomba Lukis DIY-Kyoto, Gelar Budaya Yoyakarta
(Jogja Cross Culture), dsb.
4. Unit Pelaksana Teknis.
a. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya:
e Prasarana Kawasan Tugu, Malioboro, dan Kraton
e Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya: FGD Penguatan Citra
Malioboro Kota Yogyakarta berbasis Nilai-Nilai Sejarah dan
Budaya, FGD Sinergi Pemangku Kebijakan Menuju
Pengelolaan Malioboro yang Inklusif,
b. UPT Pengelolaan Taman Budaya
e Taman Pintar: Jumpa Sahabat Museum, Talkshow, Workshop
Bersama Komunitas Pengamat Benda Langit, dsb.
e Taman Embung Giwangan: Penanaman Pohon di Kawasan
Embung Giwangan, Event Festival Kota.
4.2. Prosedur Pengeluaran Kas dalam Penyelenggaraan Event Final Lomba
Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta
Prosedur pengeluaran kas dalam penyelenggaraan Event Final Lomba
Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta oleh Dinas
Kebudayaan Kota Yogyakarta tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak dilakukan
penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara terpisah, karena
komponen anggaran kegiatan sudah termuat secara langsung dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Surat Perintah Kerja (SPK) atau
Surat Tugas Kegiatan.
Proses pengeluaran kas diawali dengan pengajuan permohonan Tambahan
Uang (TU) oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat
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Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), berdasarkan kebutuhan riil
pelaksanaan kegiatan. Setelah permohonan disetujui dan dana TU dicairkan,
dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan
langsung dengan pelaksanaan kegiatan, seperti pembayaran honorarium juri,
konsumsi peserta, pembelian perlengkapan, serta hadiah lomba.

Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan oleh PPTK melalui
penyusunan dan penyampaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang
dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi seperti nota pembelian, kuitansi
pembayaran, dan daftar hadir penerima honorarium.

4.2.1.Bagan Alir Prosedur Pengeluaran Kas

Pejabat Verifikator dan
Penatausaha Pembuat PPTK BUD
Keuangan SPM/SPP

@ </

L
L~

Pengguna Bendahara
Anggaran Pengeluaran

12 1"

\_/_\

Gambar 4.4.

4.2.2. Uraian Bagan Alir Prosedur Pengeluaran Kas
1. Menyerahkan Surat Penyediaan Dana.
2. Mempersiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan lampiran
kebutuhan Tambahan Uang Persediaan.
Menyusun pengajuan Tambahan Uang dalam sistem SIPD RI.
4. BUD melakukan otorisasi pengajuan Tambahan Uang.
Menyusun SPP dan SPM untuk pengajuan pencairan Tambahan

Uang Persediaan dalam sistem.
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6. Melakukan verifikasi terhadap SPP, SPM, dan kelengkapan
pengajuan TU lainnya, kemudian membutuhkan paraf pada
SPP/SPM.

7. Menandatangani SPP dan SPM pengajuan pencairan Tambahan
Uang Persediaan.

8. Mempersiapkan pengiriman SPP, SPM, dan kelengkapan pengajuan
TU ke BPKAD Kota Yogyakarta.

9. Menerima SP2D TU dan melakukan pencairan dana.

10. Menerima SP2D TU dan melakukan pencairan dana.

11. Menerima SP2D TU dan melakukan pencairan dana.

12. Memonitor dan mencatat arus penggunaan/pendistribusian
Tambahan Uang Persediaan kepada bidang secara rutin serta
melakukan input belanja dalam sistem SIPKD dan SIPD RI secara
rutin.

4.3. Dokumen Prosedur Pengeluaran Kas pada Event Final Lomba Cerdas

Cermat Museum

Dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas, dokumen merupakan elemen
penting sebagai bukti administrasi dan akuntabilitas atas setiap transaksi keuangan
yang dilakukan. Pada Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota
Yogyakarta, terdapat sejumlah dokumen yang diperlukan baik dokumen yang
dibutuhkan untuk pencairan dana maupun dokumen yang dihasilkan setelah
kegiatan berlangsung. Setiap dokumen memiliki fungsi yang spesifik dalam
menunjang tahapan pengeluaran kas, mulai dari perencanaan anggaran, permintaan
pembayaran, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Analisis terhadap
dokumen-dokumen ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
akuntabilitas dan keteraturan prosedur pengeluaran kas untuk mendukung
transparansi dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan tersebut. Dokumen

tersebut meliputi:
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4.3.1. Dokumen untuk Pencairan Dana

Sebelum pelaksanaan acara tersebut, sejumlah dokumen administrasi
diperlukan sebagai syarat utama dalam proses pengajuan dan pencairan dana
kegiatan. Dokumen-dokumen ini menjadi landasan bagi bagian keuangan untuk
memverifikasi kebutuhan anggaran serta memastikan bahwa setiap permintaan
dana telah mengikuti prosedur yang tepat. Keberadaan dokumen-dokumen ini
sangat krusial untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan Kketerlibatan
administrasi dalam pengelolaan keuangan pada Event Final Lomba Cerdas Cermat
(LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta. Berikut dokumen-dokumen yang
dibutuhkan:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab serta melampirkan kebutuhan

Tambahan Uang Persediaan.

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar

(SPM).

4. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D TU).
4.3.2. Dokumen Setelah Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum

Setelah pelaksanaan suatu kegiatan, pasti terdapat sejumlah
dokumen penting yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
penggunaan dana yang telah dicairkan. Dokumen-dokumen ini berfungsi
sebagai bukti transaksi nyata dan menjadi landasan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban keuangan. Dokumen-dokumen tersebut
menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prosedur pengeluaran kas
karena mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan anggaran.

Keberadaan dokumen tersebut tidak hanya sebagai arsip
administratif, tetapi juga memiliki fungsi legalitas dalam menunjukkan
bahwa setiap pengeluaran telah dilakukan sesuai peruntukannya dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumen ini juga menjadi dasar
dalam proses audit keuangan oleh instansi pengawas seperti Inspektorat

Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga keabsahan dan
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kelengkapannya sangat menentukan dalam menjaga kredibilitas lembaga
pelaksana kegiatan.

Lebih lanjut, dokumen-dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi
penyusunan laporan realisasi anggaran, evaluasi efektivitas pelaksanaan
kegiatan, serta sebagai referensi untuk perencanaan kegiatan sejenis di masa
mendatang. Dengan demikian, penyusunan dan penyimpanan dokumen
pertanggungjawaban secara tertib dan sistematis merupakan bagian penting
dari proses pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan
berintegritas.

Berikut dokumen-dokumen yang dihasilkan dari event tersebut:

1. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Final

Lomba Cerdas Cermat Museum.

2. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Hadiah Lomba Cerdas Cermat

Museum.

3. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Sewa Tempat Lomba Cerdas

Cermat Museum.

4. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Honorarium Kru Panggung

Lomba Cerdas Cermat Museum.

5. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Trophy Lomba Cedas Cermat

Museum.

6. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Sewa Generator Lomba Cerdas

Cermat Museum.

7. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Sewa Sound System Lomba

Cerdas Cermat Museum.

8. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Sewa Peralatan Lomba Cerdas

Cermat Museum.

9. Tanda Bukti Pembayaran Belanja Sewa Property Lomba Cerdas

Cermat Museum.

10. Bukti Transaksi Pembayaran Pajak Belanja Makanan dan Minuman

Babak Final Lomba Cerdas Cermat Museum melalui Bank BPD

DIY.
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11. Daftar Penerima Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
Juara Lomba Cerdas Cermat Museum.

12. Daftar Penerima Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
Pelaku Seni Lomba Cerdas Cermat Museum.

13. Daftar Penerima Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
MC Lomba Cerdas Cermat Museum.

14. Kuitansi Belanja Uang Hadiah Lomba Cerdas Cermat Museum.

15. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Cerdas Cermat Museum.

16. Bukti Pembayaran PPh Pasal 21.

4.4. Pihak yang Terlibat pada Prosedur Pengeluaran Kas Pada Event Final

Lomba Cerdas Cermat Museum

Dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas pada Event Final Lomba
Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta, terdapat berbagai pihak yang
terlibat mulai dari pengajuan anggaran, tahap pencairan dana hingga pada saat
pelaksanaan acara berlangsung dan proses pertanggungjawaban setelah kegiatan
selesai. Dalam suatu kegiatan, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab
yang saling berkaitan dalam memastikan kelancaran proses administrasi dan
keuangan. Koordinasi yang baik antar pihak-pihak tersebut menjadi kunci dalam
menjaga transparansi dan akuntabilitas, karena setiap tahapan dalam pengeluaran
kas memerlukan persetujuan, verifikasi, dan dokumentasi yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Subbab ini akan menjelaskan secara rinci siapa saja pihak-
pihak yang terlibat dalam setiap tahapan serta tanggung jawab fungsional mereka
terutama pihak pada saat pencairan dana sebagai dasar untuk memahami bagaimana
struktur pelaksanaan kegiatan dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan dalam suatu kegiatan berbasis anggaran daerah dalam

mendukung akuntabilitas pengeluaran kas suatu kegiatan.
4.4.1.Pihak yang Terlibat Saat Pencairan Dana

Menurut Perwal No. 87 Tahun 2024, alam proses pencairan dana untuk
pelaksanaan Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta,

banyak pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana digunakan
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dengan benar. Subbagian ini akan menjelaskan semua pihak yang terlibat dalam

proses pencairan dana dan tanggung jawabnya.

1. Pengguna Anggaran, memiliki tanggung jawab:
a. Menandatangani SPM.
b. Menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD.
c. Menerima SP2D.
d. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban.
2. Bendahara Pengeluaran, memiliki tanggung jawab:
a. Menyerahkan SPP kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan
SPM.
b. Menerima SPM dan mencatatnya.
3. Pejabat Penatausaha Keuangan, memiliki tanggung jawab:
a. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
b. Menyiapkan rancangan SPM untuk ditandatangani oleh PA.
4. Verifikator dan Pembuat SPP/SPM, memiliki tanggung jawab:
a. Memverifikasi SPP/SPM berdasarkan Surat Penyedia Dana.
b. Meminta perbaikan jika ada ketidaksesuaian.
5. PPTK, memiliki tanggung jawab:
a. Menyiapkan dokumen kelengkapan untuk SPP.
b. Menantangani SPP dan dokumen pendukung.
6. BUD, memiliki tanggung jawab:
a. Menerbitkan SP2D berdasarkan SPM.
b. Melakukan verifikasi dan analisis laporan
pertanggungjawaban.
c. Menyusun laporan kas.

4.4.2.Pihak yang Terlibat Saat Event Berlangsung

Pelaksanaan Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota
Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari kontribusi aktif berbagai pihak yang terlibat
langsung dalam kegiatan di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak ini menjamin
bahwa kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal, tujuan, dan anggaran yang telah
ditentukan. Pada subbab ini akan dibahas siapa saja pihak yang berperan selama

pelaksanaan acara.
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Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta.
Kepala Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa, dan Sastra.

Kepala Seksi Sejarah Permuseuman.

Staff Seksi Sejarah Permuseuman.

Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat.

Finalis 5 Besar Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota
Yogyakarta dan Para Guru Pendamping Lomba Cerdas Cermat.
MC dan Kru Panggung.

Pelaku Seni (Band).
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BAB V
PENUTUP

5.1. Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi

Berdasarkan hasil kajian dan observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) dan penyusunan tugas akhir di Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengeluaran kas
pada kegiatan Event Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota
Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi keuangan daerah yang
berlaku, yaitu khususnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor

87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam implementasinya, proses pengeluaran kas tidak dilakukan dengan
penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersendiri, karena komponen
anggaran kegiatan telah tertuang secara langsung dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD dan Surat Perintah Kerja (SPK). Tahapan utama
pengeluaran kas dimulai dari pengajuan Tambahan Uang (TU) oleh PPTK,
dilanjutkan dengan verifikasi dan pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD), hingga pelaporan pertanggungjawaban melalui dokumen Surat

Pertanggungjawaban (SPJ).

Pengeluaran kas digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan kegiatan,
seperti konsumsi peserta, honorarium juri, sewa peralatan, hingga hadiah lomba.
Saat pelaporan pengeluaran kas harus disertai dengan bukti transaksi, kelengkapan
administrasi, dan bukti dokumentasi. Ketiga dokumen tersebut berfungsi sebagai

bukti tertulis atas penggunaan anggaran dan mendukung prinsip akuntabilitas.

Prosedur pengeluaran kas ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Pengguna
Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran, PPK, Verifikator, PPTK, BUD, hingga
panitia pelaksana kegiatan. Pihak-pihak tersebut memiliki peran dan tanggung
jawab masing-masing untuk memastikan bahwa prosedur pengeluaran kas untuk
Event Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta berjalan

dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama yang baik
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antara semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan dan menjaga

akuntabilitas keuangan.

Selain itu, terdapat juga juri dan peserta lomba, yang secara langsung
menjadi bagian penting dalam kegiatan. Juri memiliki peran utama dalam menilai
jalannya lomba, memberikan penilaian yang objektif, serta menentukan pemenang
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk apresiasi atas keahlian
dan tanggung jawab mereka, juri menerima honorarium yang dibayarkan melalui
mekanisme pengeluaran kas dan didukung oleh dokumen seperti daftar nominatif
dan kuitansi penerimaan. Sementara itu, peserta lomba, yang berasal dari berbagai
sekolah tingkat kota, menerima fasilitas berupa konsumsi selama kegiatan,
sertifikat partisipasi, dan hadiah bagi para pemenang, yang seluruhnya dibiayai

menggunakan anggaran kegiatan dan dicatat dalam laporan pertanggungjawaban.

5.2. Pengetahuan dan Wawasan Baru yang Diperoleh

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh berbagai
pengetahuan dan wawasan baru melalui proses observasi, pengumpulan data, dan
bukti dokumentasi. Hasil ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis mereka,
tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam praktik pengelolaan keuangan

sektor publik. Berikut adalah beberapa hal baru yang diketahui dan dipelajari:

1. Pemahaman Prosedural dalam Pengeluaran Kas Instansi Pemerintahan

Melalui proses penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh
pemahaman yang lebih nyata dan menyeluruh mengenai alur dan
prosedur pengeluaran kas yang diterapkan pada instansi pemerintah
daerah, khususnya pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota
Yogyakarta dalam pelaksanaan Event Final Lomba Cerdas Cermat
(LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta.

Proses dimulai dari pengajuan Tambahan Uang (TU) oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK-SKPD) melalui sistem SIPD RI. Pengajuan ini disertai
dengan dokumen pendukung seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat
Pernyataan Tanggung Jawab, dan kebutuhan TU yang dirinci. Setelah
diverifikasi oleh PPK-SKPD dan disetujui oleh Bendahara Umum
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Daerah (BUD) melalui penerbitan SP2D, dana dicairkan ke rekening
Bendahara Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai keperluan
kegiatan.

Melalui keterlibatan langsung dalam proses tersebut, penulis
memperoleh pemahaman bahwa setiap pengeluaran kas di pemerintahan
memerlukan dokumen yang sah, prosedur berjenjang yang ketat, serta
keterlibatan antarbagian yang saling mendukung. Tidak hanya sebagai
praktik administratif, prosedur pengeluaran kas juga mencerminkan
bentuk pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas publik yang
harus dijaga.

. Koordinasi dan Komunikasi dalam Struktur Organisasi Pemerintahan

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis memperoleh pemahaman
yang mendalam bahwa koordinasi dan komunikasi yang efektif
antarbagian dalam struktur organisasi pemerintahan menjadi kunci utama
dalam kelancaran pelaksanaan prosedur pengeluaran kas. Koordinasi
antara semua pihak yang terlibat, sangat menentukan ketepatan waktu
dan kesesuaian penggunaan anggaran serta tanpa koordinasi yang baik,
proses administratif dan teknis kegiatan berpotensi mengalami
hambatan.

Wawasan ini memberikan pemahaman kepada penulis bahwa
keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya
berlandaskan prosedur yang baik, melainkan juga harus ditopang oleh
komunikasi yang aktif, saling memahami tugas dan peran, serta adanya
kerja sama antarpihak yang bersifat horizontal maupun vertikal di dalam
struktur organisasi. Harmonisasi hubungan kerja ini penting untuk
meminimalisir kesalahan administratif dan memastikan bahwa seluruh
kegiatan berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran.

. Etika dan Tanggung Jawab dalam Mengelola Keuangan Publik

Pada bagian ini, penulis memperoleh pengalaman nyata mengenai
pentingnya etika, kejujuran, ketelitian, dan rasa tanggung jawab dalam
setiap tahapan pengelolaan keuangan publik, khususnya di lingkungan

pemerintahan. Dalam proses pengeluaran kas, setiap transaksi yang
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menggunakan anggaran negara harus dilakukan secara transparan, sesuai
prosedur, dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Penulis menyadari
bahwa kelalaian sekecil apa pun, seperti kesalahan nominal dalam
kuitansi, tanggal yang tidak sesuai pada bukti pembayaran, atau dokumen
yang kurang lengkap, dapat menimbulkan temuan administratif dalam
audit. Bahkan dalam situasi tertentu, kekeliruan administratif dapat
dianggap sebagai indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran
jika tidak segera diklarifikasi atau diperbaiki.

Oleh karena itu, sikap profesional dan integritas moral sangat
diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan
keuangan negara. Pegawai yang menangani keuangan, termasuk PPTK,
bendahara, hingga panitia pelaksana, harus mampu bekerja dengan penuh
ketelitian, bertanggung jawab terhadap setiap lembar dokumen, serta
jujur dalam setiap bentuk pelaporan. Penulis belajar bahwa tanggung
jawab dalam akuntansi sektor publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi
juga etis, karena berurusan langsung dengan uang negara yang bersumber
dari pajak rakyat dan harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan
publik.

Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa profesionalisme
dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya diukur dari kemampuan
menyusun laporan keuangan yang rapi, tetapi juga dari komitmen untuk
menjaga kepercayaan publik melalui praktik yang bersih, transparan, dan
akuntabel. Etika kerja ini menjadi nilai penting yang harus dimiliki oleh
setiap individu yang terlibat dalam sistem keuangan pemerintahan.

. Keterkaitan Antara Teori dan Praktik Akuntansi Sektor Publik

Pada pelaksanaan kegiatan dan penyusunan tugas akhir, penulis
merasakan secara langsung bahwa materi-materi yang diperoleh selama
perkuliahan di bangku D3 Akuntansi, khususnya mata kuliah Akuntansi
Sektor Publik, memiliki keterkaitan erat dengan praktik nyata di
lapangan. Konsep-konsep teoritis seperti siklus anggaran daerah,
mekanisme pengeluaran kas, dokumen pertanggungjawaban, serta asas

transparansi dan akuntabilitas, terbukti tidak hanya sebagai bahan
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akademik saja, melainkan benar-benar dijalankan dan menjadi dasar
operasional dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penulis juga melihat secara langsung bagaimana prinsip
transparansi dan akuntabilitas diterapkan, seperti dengan penyusunan
dokumen lengkap, pencatatan transaksi yang tertib, serta penggunaan
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) sebagai sarana pelaporan
digital yang dapat diaudit. Keterlibatan banyak pihak dalam proses
pengeluaran kas menunjukkan penerapan teori tentang pengendalian
internal dan tanggung jawab fungsional, yang sebelumnya dipelajari
dalam kelas sebagai konsep-konsep dasar tata kelola keuangan yang baik.

Melalui pengalaman ini, penulis tidak hanya memahami bahwa teori
yang diajarkan di kampus relevan dengan kenyataan, tetapi juga
memperoleh bekal praktis yang sangat berguna untuk diterapkan di dunia
kerja, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, administrasi

keuangan, dan pengelolaan anggaran pemerintahan.

Penulis berharap bahwa penulisan tugas akhir ini tidak hanya menjadi syarat
akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis dan referensi
ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak yang berhubungan dalam
pengelolaan keuangan daerah. Semoga kajian ini dapat menjadi tambahan literatur
dalam memahami pentingnya prosedur pengeluaran kas yang tertib, transparan, dan
akuntabel, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan di

lingkungan pemerintahan.
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Kepada : FERA INDRAYANI
Alamat : Kuncen WB 1/219 RT 016 RW 004 Pakuncen, Wirobrajan
NPWP : 78.286.106.6-541.000
Nomor Rekening Bank :006.211.036770
Nama di Rekening Bank - FERA INDRAYANI
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sebagai berikut:
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POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor
Hal
Lamp

Kepada :

Yth.

2 44/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025 11 Februari 2025
: Permohonan Izin Magang/PKL
: 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

Kepala Dinas Kebudayaan (Kunda Kabudayan) Kota

Yogyakarta

JI. Kemasan No. 39 Purbayan, Kotagede Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN,
kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja
Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir
(TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan
PKL dimulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 24 Juni 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan
Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi
tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai
dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir
bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.| No.Mhs

Nama No.HP

1 /2022125809

TRIANANDA PUTRI FAJAR 089665547096

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kampus:

Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta

Ttlp (0274) 5635!6 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591
€-mall: poltekyk kykpn.ac.ld | Website: poltekykpn.ac.kd




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

a (O
K1, )
Jalan Kemasan 39, Purbayan Kotagede Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55173

Telepon (0274) 370188; Faksimile (0274) 370188
Laman kebudayaan.jogjakota.go.id; Pos-el kebudayaan@jogjakota.go.id

Nomor  :400.14.5.4/503 18 Februari 2025
Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Surat Balasan Permohonan Izin Magang

Yth. Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta
di
Yogyakarta

Memperhatikan surat dari Politeknik YKPN Yogyakarta Nomor : 44/POLTEK-
YKPN/Sekr.11/2025 tertanggal 11 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Magang/PKL, bersama
ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Triananda Putri Fajar
NIM : 2022125809

Mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta mulai tanggal 24 Februari
2025 sampai dengan 24 Juni 2025.

Selama pelaksanaan magang tersebut Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota
Yogyakarta tidak memberikan upah maupun kompensasi dalam bentuk apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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